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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Jayapura mempunyai jumlah
penduduk yang cukup besar dan sebagai suatu kota harus mampu menyediakan
berbagai sarana dan prasarana penunjang kebutuhan hidup penduduknya. Salah
satu yang harus disediakan adalah kebutuhan akan air bersih. Setiap manusia pasti
membutuhkan air bersih untuk berbagai keperluan, misalnya untuk minum, mandi
mencuci, memasak, dan lain sebagainya.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan yang
dimiliki menyebabkan pertumbuhan pembangunan fisik di Kota Jayapura
dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, hutan dan ruang terbuka lainnya
menjadi lahan terbangun dengan struktur perkerasan dan bangunan. Hal ini
menyebabkan berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga ruang
resapan air berkurang, lingkungan menjadi gersang dan panas serta hilangnya
keanekaragaman flora dan fauna. Untuk mencegah terjadinya kerusakan
lingkungan lebih lanjut yang diakibatkan oleh pertumbuhan pembangunan maka
diperlukan adanya perlindungan lingkungan, dimana setiap pembangunan yang
tengah berlangsung harus dapat mengedepankan keterbatasan dan kelebihan —

kelebihan yang dimiliki oleh lingkungan itu sendiri.



Pegunungan Cycloop ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1995.
Wilayah cagar alam ini mencakup hutan lahan kering primer dan hutan lahan basah
primer serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati termasuk beberapa satwa
endemis yang hanya ada di pengunungan Cycloop. Wilayah Cycloop juga
memasok air bagi wilayah Jayapura dan Sentani, membantu mencegah bencana
tanah longsor skala besar seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Wilayah
pengunungan hingga wilayah ibu kota provinsi menjadi fokus kegiatan konservasi

dan pemeliharaan jasa lingkungan.

Dampak dari perubahan iklim semakin nyata di seluruh Indonesia. Asas
Lestari berupaya membantu para pemangku kepentingan di Papua melindungi dan
mengelola situs penting seperti Lanskap Cycloop guna memitigasi dampak
perubahan iklim. Upaya Asas Lestari mencakup peningkatan kapasitas untuk
mengelola dan menjaga sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian
masyarakat lokal, pencegah bencana dan lokasi cadangan karbon yang sangat
besar.

Gunung Cycloop merupakan cagar alam yang dilindungi oleh peraturan
daerah kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2015 tentang perlindungan dan
pengolaan kawasan penyangga cagar alam pegunungan Cycloop. Yang dimana
gunung cycloop merupakan cagar alam yang berdada di propinsi papua kabupaten
Jayapura. Dimana pada saat adanya kerusakan lingkungan hidup yang disebakan

oleh bencana alam berupa tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu



mengakibatkan dampak dari longsor itu mengenai masyarakat yang tinggal di
sekitar lereng gunung Cycloop.

Pada peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 9 Tahun 2015 Tentang
perlindungan dan pengolaan kawasan penyangga cagar alam pegunungan
Cycloop. Dalam perda itu terdapat Pasal 9 yang mengatur tentang ketentuan

Rehabilitasi Dan Konservasi pada ayat (1), (2) dan (3) yang berisi':

1. Rehabilitasi dan konservasi Kawasan Penyangga Cagar Alam Pegunungan

Cycloop dilakukan melalui :

a) kegiatan non struktur;
b) Kegiatan struktur.

2. Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dan di kordinir oleh dinas.

3. Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan dengan melibatkan pemilik tanah adat dan masyarakat
pemukim kawasan penyangga.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian terkait tentang pelaksanaan rehabilitasi kawasan Pegunungan Cycloop

' Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Cagar Alam Pegunungan Cycloop



berdasarkan nota kesepakatan antara Pemerintah dan masyarakat di

Kabupaten Jayapura.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi kawasan pegunungan cycloop berdasarkan
nota kesepakatan?

2. Apa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan pegunungan

cycloop berdasarkan nota kesepakatan?

. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;
1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pegunungan cycloop berdasarkan
nota kesepakatan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan

pegunungan cycloop berdasarkan nota kesepakatan.

. Manfaat Penelitian
Manfaat hasil penelitian ini meliputi :

1. Manfaat teoritis



Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada
umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya
mengenai pelaksanaan rehabilitasi di kawasan pegunungan cagar alam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah khususnya Pemerintah yang berhubungan langsung dengan
Lingkungan Hidup, yaitu Menteri Lingkungan Hidup. Manfaat penelitian ini
bagi Pemerintah adalah agar Pemerintah dapat lebih mengetahui kelemahan
dalam pelaksanaan aturan mengenai Lingkungan Hidup.

b. Bagi masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah
wawasan dalam hal kesepakatan antaran masayarakat dan pemerintah
mengenai rehabilitasi lingkungan hidup.

c. Bagi penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu
pengetahuan dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian
Penelitian atau penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi
Kawasan Pegunungan Cycloop Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah
dan Masyarakat di Kabupaten Jayapura” merupakan karya asli penulis dan bukan
plagiasi. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa penelitian yang memiliki
relevansi dengan penelitian ini yang berupa :

1. Identitas penulis :



a. Nama : Christin Adilasari Merinda Kushandini
NPM 1150512145
Program studi : [Imu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

b. Judul : Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai
Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten
Sleman.

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pelaksanaan lingkungan hidup strategis (KLHS) di aerah
Sleman?

2) Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kajian lingkungan
hidup strstegis (KLHS) sebagai upaya perlindungan hidup oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman?

d. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya

Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyusun dan

melaksanakan KLHS Kabupaten Sleman namun dalam hal ini KLHS



yang telah disusun baru KLHS RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun yaitu
pada tahun 2016-2021, sedangkan KLHS RT RW masih dalam proses
penyusunan sebab baru dimulai penyusunannya pada tahun 2017.
Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman dapat memberikan
arahan dan rekomendasi terhadap penyempurnaan penyusunan program-
program tentang Pelaksanaan Peraturan dalam RPJMD serta dapat
memberikan arahan bagi penyusunan KLHS Renstra SKPD. KLHS
bentuknya bukanlah dokumen tersendiri melainkan SeDagai instrumen
atau bisa disebut dokumen pendamping sebagai Pendamping yang berisi
analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program khususnya di daerah Kabupaten Sleman.
KLHS bukan untuk membuat produk baru, KLHS tidak keluar dari
konteks KRP (kebijakan,rencana dan/atau program), KLHS tidak
melemahkan KRP justru menguatkan agar KRP lebih akuntabel, dan
lebih dapat dipastikan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Oleh sebab itu, KLHS harus memberikan gambaran
tentang Kecenderungan ke depan, yang menjelaskan misalnya tentang
penjelasan Skenario kondisi ke depan yang diinginkan. Bagaimanapun
juga seluruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas. Dengan

dilaksanakannya KLHS daerah Kabupaten Sleman oleh Pemerintah



Kabupaten Sleman maka pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah

melakukan upaya perindungan lingkungan hidup di daerah Kabupaten

Sleman. Diharapkan KLHS ini lampu menjadi instrumen dalam

mengendaliikan pencemaran dan Tusakan lingkungan sebagai dampak

dari pelaksanaan KRP.
2. Dalam pelaksanaan KLHS dijumpai kendala yang menjadi penghambat
pelaksanaan KLHS, yaitu

a. Konsistensi dari pengambil kebijakan yang terkadang memiliki
pendapat dan pemikiran yang berbeda dengan bawanannya. Terlebih
yang terkait dengan permintaan pasar yang tinggi.

b. Peraturan yang baru keluar tahun 2016 sehingga pemerintah daerah
yang melaksanakan terkesan belum memahami benar terkait KLHS.
Sedangkan dalam penyusunannya dijumpai kendala-kendala yang
lebih banyak, antara lain:

1) Ketersediaan baseline data yang terbatas.

2) Tim penyusun belum memiliki persepsi yang sama dalam
memahami pedoman penyusunan KLHS.

3) Penyusunan KLHS ini baru pertama kali dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga memerlukan waktu
untuk mempelajari KLHS.

Perbedaan objek yang di teliti di atas adalah pelaksanaan kajian llingkungan

hidup strategis sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan



objek yang di teliti akibat banjir dan longsor di kecamatan sentani serta
pelaksanaan Rehabilitasi Hutan di Gunung Cyloop.

2. lIdentitas Penulis

a. Nama : Jimmy Henry
NPM : 090510104
Program Studi : [Imu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

b. Judul : Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat
Terhadap Pertambangan Batu Bara Di Kampung Tukul Kecamatan
Tering Kutai Barat Kalimantan Timur

c. Rumusan masalah

(1) Bagaimana aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat
terhadap pertambangan batu bara di kampung Tukul Kecamatan
Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?

(2) Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum
perlindunagan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan
batu bara di kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai
Barat Kalimantan Timur?

d. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat

terhadaap pertambangan batu bara di kampung Tukul Kecamatan

Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.
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2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang berkaitan dengan aspek
hukum perlindungan hutan di kampung Tukul Kecamatan Tering
Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur

e. Hasil Penelitian

1) Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat
sampai dengan daerah terkait dengan perlindungan hutan dan
masyarakat adat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,
hanya saja dalam praktek dan pelaksanaannya masih kurang maksimal
dan tidak konsisten. antar peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai
kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat Hal ini disebabkan karena
adanya tumpang tindih adat.

2) Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap
pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat mengalami
beberapa kendala, yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerah pada
umumnya dan instansi-instansi yang terkait pada khususnya,
mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan kewjibannya sebagai
pelaksana tugas Negara, dalam hal perlindungan dan pelayan
masyarakat, serta kurangnya kearifan lokal dan peran serta
masyarakat adat dalam melakukan perlindungan hutan.

Perbedaan penulisan hukum/skripsi yang di lakukan oleh penulis dengan

penulisan hukum/skripsi di atas, yaitu objek dan lokasi dalam penelitian di
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atas mengenai Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat

Terhadap Pertambangan Batu Bara di kutai barat Kalimantan timur

sedangan objek penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi pegunungan

cycloop yang berada di kabupaten jayapura

(3)Identitas Penulis

a.

Nama : Wahyu Daniel Putra Malaka

Npm 1150512226

Program studi : [lmu hukum

Program kekushusan : pertanahan dan Lingkungan Hidup

Judul : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum Dalam Pengunaan Jalan Tol Manado- Bitung
Sulut

Rumusan Masalah :

Bagaimana Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol
Manado- Bitung Sulut?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam ganti rugi
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Hasil Penelitian
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Penerapan Prinsip keadilan belum maksimal dijalankan dalam Pengadaan
tanah Tol Manado Bitung Hasil penelitian lapangan menunjukan tidak
maksimalnya penerapan prinsip keadilan karena Tim 9 dan Appraisal
tidak transparan dalan Soialisasi tentang ganti rugi Tim pelaksanaan
pengadaan tanah terlalu berlebihan dalam menerapkan prinsip hak
menguasai Negara dalam kegiatan-kegiatan pengadaan tanah Prosedur
yang tidak transparan dan berkeadilan tersebut menyebabkan banyak
pemilik tanah menolak penetapan ganti rugi Hasil penelitian terhadap 10
responden pemilik tanah menunjukan 8 responden tidak setuju tentang
harga yang ditetapkan oleh appraisal sehingga mereka mengugat di
pengadilan negeri Airmadidi. Ketidakadilan dalam penetapan ganti rugi
disebapkan oleh penilaian Apraisial terlalu memberatkan pemilik tanah
karena Appraisal yang dari Jakarta diangap terlalu makro dalam
penetapan besaran harga ganti kerugian. Tidak adanya negosiasi dengan
pemilik tanah menyebabkan penetapan harga ganti rugi bersifat sepihak
dan cenderung merugikan Karena aspek seperti hubungan pemilik tanah
dengan tanah yang bertahun tahun tidak diperhatikan begitu juga
penetapan harga yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasar dan para

pemilik tanah merasa tidak adil.

Perbedaan penulisan hukum/skripsi yang di lakukan oleh penulis dengan

penulisan hukum/skripsi di atas, yaitu objek dan lokasi dalam penelitian
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skripsi di atas adalah Pembangunan Jalana Tol Manado- Bitung Sulut,
sedangkan objek lokasi penelitian ini adalah kawasan Pegunungan

Cycloop di Jayapura.

F. Batasan Konsep
1. Tanggung jawab
Dalam kamus hukum sendiri tanggung jawab memiliki arti suatu keharusan

bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.’

2. Penegakan hukum lingkungan
Takdir Rahmadani memaknai penegakan hukum lingkungan hidup sebagai
berikut: Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan
atau penerapan instrumen - instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum
administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek
hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang- undangan

lingkungan hidup’.

3. Rehabilitasi lahan
Rehabilitasi didalam dan diluar kawasan hutan yang selanjutnya disingkat RHL

adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi

? Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 211

Takdir Rahmadani, 2011, hukum lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 199
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hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam
mendukung  sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Tujuan
penyelenggaraan RHL adalah menurunnya degradasi hutan dan lahan serta
memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media
produksi dan media tata air*

4. Pemerintah
Menurut kamus besar bahas indonesia merupakan sistem menjalankan
wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
suatu negara atau bagian-bagiannya’

5. Cagar alam

Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup baik itu tumbuhan

dan hewan hidup secara lestari.’

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris

(Non-Doktrinal). Penelitian Hukum Empiris adalah “Penelitian berupa studi-

*Admin Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Unda Anya,”Pengertian
Rehabilitasi lahan”, https://www.bpdas-undaanyar.net/rhl/, diakses pada tanggal 12 September 2019

5Admin kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), “Pengertian Pemerintah”, https://kbbi.web.id/perintah,
diakses pada tanggal 16 September 2019

SAdmin Arum Kurniati, “Pengertian cagar alam”, https://foresteract.com/cagar-alam/, diakes pada
tanggal 18 Juni 2020
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studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan

mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.”” empiris berfokus

pada fakta sosial, di mana penelitian di lakukan melaui penelitian lapangan dan

penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung dari

narasumber untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan di maksud

untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a) Data Primer, Data primer diperoleh wawancara dengan para narasumber.
Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait
rehabilitasi di kawasan cagar alam pegunungan cycloop untuk mengetahui
peran Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Papua

b) Data Sekunder. Data sekunder di peroleh dengan mencari data dan
mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum
dari literatur, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain yang digunakan
sebagai refrensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:
1) Bahan hukum primer yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

! Soetanyo Wignjosoebroto (1980), sebagaimana dikutip dalam Bambang Suggono, 1997, Metodologi
Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,hlm.42.
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- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengolaan Lingkungan Hidup.

- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam
Pegunungan Cycloop

- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Pengolaan Kawasan Lindung Kabupaten Jayapura.

- Nota Kesepakatan

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku,jurnal hukum,artikel, berita-
berita yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi kawasan pegunungan

Cycloop berdasarkan nota kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat

di Kabupaten Jayapura

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini di sesuaikan dengan jenis data

yang di gunakan yaitu melalui:

a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan
pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang objek penelitian,
berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan
perundang-undatngan terkait buku literatur, jurnal, internet, publikasi dan

sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang di telliti.
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4. Lokasi Penelitian
Penulis dalam hal ini telah menetapkan tempat atau wilayah penelitian di

propinsi papua, kabupaten Jayapura.

5. Responden
Responden adalah pihak- pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah
penelitian ®.
a. Masyarakat
1. Dewan Adat Suku Sentani

2. Persekutuan Gereja-Gereja papua

6. Narasumber
Narasumber ialah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau
topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab’, oleh
karena itu penulis melakukan wawancara dengan narasumber :
a. Kepala Seksie Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Papua di
bidang RPS

Bapak Ridwan Atmojo ST., M,Si

¥ Admin Wikipedia, “pengertian responden”, https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek penelitian, diakses
pada tanggal 6 Juli 2020

? Admin Dosen Pendidikan 2, “penegrtian narasumber”,
https://www.dosenpendidikan.co.id/narasumber-adalah/, diakses pada tanggal 6 Juli 2020
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7. Metode Analisis Data
Data yang di kumpulkan di analisis secara kualitatif. Proses
penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode
berpikir induktif, yaitu suatu proses penyimpulan untuk sampai pada suatu
putusan, prinsip, atau sikap yang bersifat umum atau khusus berdsarkan

pengamatan atas hal-hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan
sistematika penulisan skripsi.
BAB II: PEMBAHASAN
Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.
BAB III: PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran



